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Abstrak
 

Pentingnya kewajiban pelaporan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan

metode penelitian yuridis empiris berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Penelitian

bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana pengenaaan sanksi administratif bagi bank yang tidak

melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang? Bilamana bank sebagai penyedia jasa keuangan yang tidak melaksanakan

kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana pencucian uang? dan

Apakah kendala yang dihadapi PPATK untuk menarik bank sebagai penyedia jasa keuangan sebagai pihak

yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang?

Dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU TPPU jo Pasal

30 ayat (1) UU TPPU, pengenaan sanksi administratif bagi bank yang tidak melaksanakan kewajiban

pelaporan baik berdasarkan hasil pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun oleh

PPATK dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang. Selanjutnya, jika terdapat

indikasi tindakan pencucian uang, harusnya bank dapat pula dikenakan sanksi pidana oleh penegak hukum.

Namun dalam pelaksanaannya PPATK memiliki beberapa kendala untuk menarik bank sebagai pihak yang

terlibat dalam tindak pidana Pencucian Uang. Kendala pertama adalah regulasi yang dibuat lebih

mementingkan bank taat pada sistem dan prosedur sehingga pengenaan sanksi pidana akan menjadi pilihan

terakhir serta masih kurang jelas dan tegasnya aturan pelaksanaan dalam pengenaan sanksi. Kendala kedua

adalah belum adanya kesatuan pandangan organisasi yang menegakan hukum mengenai kapan bank

terindikasi tindak pidana pencucian uang. Kendala ketiga adalah budaya masyarakat perbankan yang

memiliki kepentingan bisnis sedapat mungkin tidak ingin terganggu karena pelaporan kepada PPATK.

......The importance of reporting obligation is stated in Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention

and Eradication of Money Laundering. The research was conducted by using empirical juridical research

method with literature study and interview. The research aims to answer some questions: How does the

imposition of administrative sanctions for banks that do not implement the reporting obligations based on

The Law Number 8 year 2010 Concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money

Laundering? what If a bank as a financial service provider that does not implement the reporting obligations

based on the Law Number 8 year 2010 Concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money

Laundering can be gotten penalties or may be imposed for a criminal offense of money laundering? and

what’s the obstacle will faced by PPATK to attract banks as financial service providers as those involved in

money laundering?
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In the regime of anti-money laundering in Indonesia, under the provisions of Article 25 paragraph (4) in

conjunction with Article 30 paragraph (1) based on The Law Number 8 year 2010 Concerning the

Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, imposition of administrative sanctions for

banks which do not obey on duty reporting based on results of compliance monitoring conducted by Bank of

Indonesia in spite of PPATK, in this case Bank of Indonesia as the competent authority. Furthermore, if

there are any indications of money laundering, the bank should also be sanctioned by criminal law

enforcement.

But in practice, PPATK has some obstacles to attract banks as parties to the crime of Money Laundering.

Firstly, the regulation was created more consider important banks to obedient to the systems and procedures,

so that the imposition of criminal sanctions would be the last option as well as still less clear and explicit of

rules to implementation the sanctions. Secondly, the same view of organization in law enforcement about

when the banks do not implement the reporting obligation it can be subjected to criminal sanctions. Thirdly,

the bank users do not want the disruption of the bank for reporting to PPATK.


